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ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN PEMERINTAH DAN  
JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PERTUMBUHAN  
EKONOMI DI JAWA TIMUR 
 
Oleh  : 
HASAN TARHIBUL ULUM 
Abstraksi 
 
             Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan output total 
secara terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi dijadikan 
sebagai suatu tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ekonomi di 
suatu wilayah berjalan selama kurun waktu tertentu.semakin tinggi 
pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin bergairahnya 
kegiatan ekonomi di wilayah tersebut 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis pengaruh dalam 
penerimaan pemerintah di Jawa Timur, untuk mengetahui variabel bebas 
mana yang berpengaruh paling dominan terhadap pertumbuhan Ekonomi di 
Jawa Timur. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data time 
series pada tahun 2008-2012. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah regresi linier berganda dan variabel yang digunakan adalah PAD (X1), 
DAK (X2), Dana Hibah (X3), Jumlah Penduduk (X4) Dan Pertumbuhan 
Ekonomi (Y) sebagai variabel terikatnya. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, PAD 
(X1), DAK (X2), Dana Hibah (X3), dan Jumlah Penduduk (X4) berpengaruh 
signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y), hal ini ditunjukkan Fhitung = 
11.495 > FTabel = 5.857. Secara parsial, variabel DAK (X2), Dana Hibah (X3), 
dan Jumlah Penduduk (X4) tidak berpengaruh signifikan dalam Pertumbuhan 
Ekonomi di Jawa Timur (Y). Sedangkan PAD (X1) berpengaruh signifikan 
dalam Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur (Y).  
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1.1  Latar Belakang 
Pertumbuhan ekonomi dijadikan sebagai suatu tolak ukur untuk 
mengetahui sejauh mana kegiatan ekonomi di suatu wilayah berjalan selama 
kurun waktu tertentu.semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah 
menandakan semakin bergairahnya kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. 
Pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dari perkembangan PDRB atas dasar harga 
konsta dibandingkan tahun sebelumnya. Keuangan Negara meliputi seluruh 
rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan semua hak dan kewajiban 
Negara. Dan seluruh rangkaian kegiatan ini memiliki akibat-akibat keuangan 
sehingga memerlukan adanya suatu perencanaan keuangan yang cermat (UU 
Nomor 47 Tahun 2009). 
Salah satu asas pembangunan daerah adalah desentralisasi, menurut 
ketentuan umum UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, desentralisasi 
yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Perwujudan dari asas desentralisasi·adalah 
berlakunya otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip 
otonomi seluas-Iuasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan 
mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah 
pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi 
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pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang 
bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. 
untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan 
kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab didaerah harus diwujudkan 
dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya Nasional yang 
berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan  daerah. Sumber 
pembiayaan pemerinta daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah 
pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentralisasi, dan 
tugas pembantuan.( UU No. 32 tahun 2004) 
Ketentuan ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 33 
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah yang kini telah disempurnakan menjadi Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dana 
Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan 
terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana 
Alokasi Khusus (DAK). DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam. 
Sedangkan DAU dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk besaran 
DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan kepada daerah 
tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program 
yang menjadi prioritas nasional.  
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DAU suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas 
celah fiskal dan alokasi dasar. Data yang digunakan dalam penghitungan DAU 
diperoleh dari lembaga statistik Pemerintah dan/atau lembaga Pemerintah yang 
berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. (Peraturan 
Pemerintah No 55 : 2005) 
Pembangunan dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang 
mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap 
masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi 
pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan 
kemiskinan. Pada hakekatnya, pembangunan harus mencerminkan perubahan total 
suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan tanpa 
mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun 
kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk bergerak maju menuju 
suatu kondisi kehidupan yang serba “lebih baik”, secara material maupun 
spiritual. Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain 
menciptakan pertumbuhan ekonomi yang setinggitingginya, harus pula 
menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan 
tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan 
memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Todaro, 2000). 
Penelitian-penelitian terdahulu masih memperdebatkan hubungan Penerimaan 
pemerintah dan jumlah Penduduk dengan pertumbuhan ekonomi. Perbedaan 
hubungan yang terjadi pada penelitian terdahulu terkait dengan perbedaan kondisi 
tiap-tiap daerah yang diteliti. 
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Proses transfer  dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam 
berbagai bentuk seperti DBH SDA (Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam), DAK 
(Dana Alokasi Khusus), DAU (Dana Anggaran Umum), Dana Penyesuaian, Dana 
Insentif Daerah dan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah, 
membuat proses pembangunan di daerah menjadi   tidak optimal. Sementara pada 
saat yang sama daerah sebagai pelaksana otonomi dianggap justru  belum mampu 
mengelola dana transfer yang sudah diberikan pemerintah itu. Anggapan 
ketidakmampuan daerah dalam pengelolaan dana transfer selalu terjadi karena 
selama ini kesempatan daerah untuk membeberkan masalah yang dihadapinya  
dalam kegiatan transfer dana tidak pernah ada. Daerah hanya mengikuti saja alur 
yang diperintahkan pusat dalam proses transfer. Padahal, daerah menghadapi 
banyak masalah dan ketidakberdayaan karena sistem transfer yang dipenuhi 
berbagai persyaratan. Proses transfer Dana Alokasi Umum juga tak jauh berbeda, 
dana yang sedianya diperuntukkan untuk daerah namun tidak bisa di transfer 
begitu saja, karena adanya kewajiban  lain,  dari dana transfer  tertentu (DAK) , 
PNPM dan lain-lain supaya daerah menyediakan dana pendamping.   Dana 
pendamping itu sangat membebani daerah, karena tidak ada dalam  Indikator 
Kebutuhan  Fiskal  DAU.  Sehingga keberadaan dana pendamping itu  tidak 
dipertimbangkan.    Hal ini menyulitkan posisi pemerintah daerah, di satu sisi 
membutuhkan dana  tambahan pembangunan, namun di sisi lain harus 
mengeluarkan dana pendamping. supaya dana pendamping ditiadakan atau 
dikonversi ke DAK. bagi daerah-daerah yang  PAD dan DBH nya kecil, kehadiran 
dana pendamping ini sangat mengganggu performa keuangan daerah  
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pendapatan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Timur 
secara riil meningkat stabil dengan rata-rata pertumbuhan per tahun 6 persen dari 
Rp. 33,3 trilyun pada tahun 2006 menjadi Rp. 42,2 trilyun pada tahun 2010. 
Pendapatan daerah pemerintah provinsi meningkat dari Rp. 6,3 trilyun pada tahun 
2006 menjadi Rp. 8,2 trilyun pada tahun 2010. Dari pendapatan daerah terserbut, 
secara riil komponen DAK meningkat cukup tinggi sekitar 14 persen per 
tahunnya, dari Rp. 1,1 trilyun pada tahun 2006 menjadi Rp. 1,7 trilyun pada tahun 
2010. Komponen PAD mengalami pertumbuhan yang stabil dengan rata-rata 7 
persen per tahunnya dari Rp. 7,1 trilyun pada tahun 2006 menjadi Rp. 9,4 trilyun 
pada tahun 2010. Komponen Dana Bagi Hasil juga meningkat sebesar 10 persen 
dari Rp. 3,1 trilyun pada 2006 menjadi Rp. 4,5 trilyun pada 2010. Komponen 
pendapatan daerah lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu kurang lebih 
42 persen secara rata-rata per tahun dari Rp. 1,7 trilyun pada tahun 2006 menjadi 
Rp. 6,4 trilyun pada tahun 2010. Dana DAU mengalami penurunan secara riil 
semenjak tahun 2009 dari Rp. 21,2 trilyun tahun 2008 menjadi Rp. 20,8 trilyun 
pada tahun 2009 dan Rp. 19,9 trilyun pada tahun 2010. Ini disebabkan karena 
penurunan DAU (BAPPENAS 2011) 
Simon Kuznets menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara 
dipengaruhi oleh akumulasi modal (investasi pada tanah, peralatan, prasarana dan 
sarana dan sumber daya manusia), sumber daya alam, sumber daya munusia 
(human resources) baik jumlah maupun tingkat kualitas penduduknya, kemajuan 
teknologi, akses pada informasi, keinginan untuk melakukan inovasi dan 
mengembangkan diri serta budaya kerja (Todaro, 2000). 
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Tabel 1 : Pertumbuhan  Ekonomi Provinsi Jawa Timur 2006-2011 
Tahun PDRB (ADHB) Laju Pertumbuhan 
2006 470627493,61 5,8 
2007 536981881,91 6,11 
2008 621391674,61 5,94 
2009 686847557,72 5,01 
2010 778565772,46 6,68 
2011 884143574,81 7,22 
 
Sumber : PDRB Jawa Timur, BPS Provinsi Jawa Timur, 2006 - 2011 
 
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur, selama kurun waktu 2006 - 
2011secara umum mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya 
PDRB Provinsi Jawa Timur, berdasarkan harga berlaku rata-rata PDRB terus 
meningkat dengan diimbangi laju pertumbuhan ekonomi yang juga meningkat. 
Tahun 2011 adalah tahun yang paling mengalami laju Pertumbuhan yang Tinggi 
yaitu 7,22 %. 
 Menurut Malthus pertumbuhan penduduk saja tidak cukup untuk 
berlangsungnya pembangunan ekonomi. Malahan, pertumbuhan penduduk adalah 
akibat dari proses pembangunan. Malthus juga mengatakan bahwa “pertambahan 
penduduk tidak bisa terjadi tanpa peningkatan kesejahteraan yang sebanding”. Jika 
tingkat akumulasi modal meningkat, permintaan atas tenaga kerja juga meningkat. 
Kondisi mendorong pertumbuhan penduduk. Akan tetapi pertumbuhan penduduk 
saja tidak meningkatkan kesejahteraan. Pertumbuhan penduduk akan meningkatkan 
kesejahteraan hanya bila pertumbuhan tersebut meningkatkan permintaan efektif 
(effective demand) yaitu permintaan atas sejumlah barang/jasa yang disertai dengan 
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kemampuan untuk membayar harganya. Permintaan efektif akan membentuk harga 
dipasar atau menyebabkan transaksi jual beli di pasar. Permintaan efektif inilah yang 
akan membentuk harga pasar atau harga keseimbangan (Jhingan,2004:97) 
1.2 Perumusan Masalah 
Sebagaimana diuraikan di atas bahwa keuangan negara ada penerimaan 
dan pengeluaran. Sedangkan penerimaan  terdiri dari PAD, Dana Perimbangan, 
Pendapatan Lain yang Sah. Adapun masalah pokok penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh pada pertumbuhan 
ekonomi di Provinsi Jawa Timur? 
2. Apakah Dana Alokasi  Khusus berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi 
di Provinsi Jawa Tiimur? 
3. Apakah Dana Hibah berpengaruh pada Pertumbuhan Ekonomi di 
Provinsi Jawa Timur?  
4. Apakah Jumlah Penduduk  berpengaruh pada  Pertumbuhan Ekonomi di 
Provinsi Jawa Timur? 
1.3  Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli daerah 
Pada Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus 
(DAK) Pada Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi  Jawa Timur. 
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Dana Hibah pada 
Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur. 
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4. Untuk mengetahui dan menganalisis  Pengaruh jumlah penduduk Pada  
Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur. 
1.4  Manfaat Penelitian 
1. Sebagai bahan informasi dan masukan kepada Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur dalam merumuskan kebijakan dan mencari solusi yang 
tepat dalam pengelolaan keuangan daerah di Jawa Timur, utamanya 
dalam mengambil kebijakan dalam penerimaan  pembangunan 
pemerintah.  
2. Dapat  dijadikan indikator untuk mengevaluasi kebijakan Penerimaan 
Pembangunan dalam  pengelolaan keuangan daerah yang diterapkan di 
Jawa Timur. 
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